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Nurul Putriyana Yusuf (B11111267), Tinjauan Kriminologis terhadap 
Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing) oleh 
Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-
2014) dibimbing oleh  Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Hj. 
Haeranah sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya penangkapan ikan secara illegal (Illegal fishing) 
dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polair Polres Kepulauan 
Selayar dalam meminimalisir terjadinya penangkapan ikan secara illegal 
(illegal fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan 
di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memilih instansi terkait yaitu 
dilakukanan di  Polair Polres Kepulauan Selayar dengan melakukan 
wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek 
penelitian yakni kejahatan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) di Kabupaten 
Kepulauan Selayar adalah faktor ekonomi nelayan yang rendah, faktor 
pengetahuan (ketidaktahuan pelaku) yang minim akan dampak yang 
ditimbulkan dari illegal fishing terhadap lingkungan laut serta faktor 
pengawasan kepolisian yang terhambat dikarenakan luas wilayah perairan 
yang tidak bisa dijangkau. Dan untuk upaya penanggulangan dilakukan 
melalui tindakan upaya preventif yaitu mengadakan patroli secara rutin, 
bekerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perikanan dan Dinas 
Kehutanan serta melakukan penyuluhan hukum dan juga upaya represif 
yang dilakukan yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta 
menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia dan 
Benua Australia, serta dua samudra yakni, Samudera Atlantik dan 
Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian, adanya 
posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera tersebut 
maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan 
laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut “selat”. 
Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera 
tersebut juga menyebabkan daerah lautan dan perairan Indonesia 
memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah (H. Supriadi dan 
Alimuddin, 2012:1). 
Disamping itu, Indonesia merupakan salah satu Negara 
kepulauan yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yakni 
sekitar 17.508 pulau. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang 
terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang 
pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km2, kaya akan 
sumber daya laut dan ikan (H. Supriadi dan Alimuddin, 2011:2). 
Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia 
termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya 
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perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang 
sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan 
Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya 
terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya 
sekitar 7000 km2  dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang 
telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada 
menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki 
keanekaragaman ikan yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang 
yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Burke et al, 2002 dalam 
Zainarlan, 2007). 
Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang 
potensi perikanan yang sangat tinggi bagi Indonesia. Produksi 
perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan 
skala kecil. Sementara itu, stok ikan semakin menipis. Ekosistem 
terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang 
mengalami kerusakan dan pencemaran telah melanda banyak 
perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan. 
Pencurian ikan oleh nelayan asing juga belum dapat dikendalikan 
secukupnya. 
Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan 
dan permintaan pasar serta persaingan yang semakin meningkat. 
Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan 
eksploitasi secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai 
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cara  yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang 
bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan 
adalah melakukan illegal fishing yang meliputi pemboman, 
pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Semua cara yang 
dilakukan oleh nelayan Ini semata-mata hanya menguntungkan 
untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem 
perairan khususnya terumbu karang. Namun, sangat ironis bahwa 
sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam kemiskinan. 
Aspek hukum dan penegakan hukum di laut juga masih 
menghadapi berbagai macam kendala. Semuanya membutuhkan 
tata kelola perikanan yang kuat. 
Negara Kedaulatan Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 
kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta 
kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang 
pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan 
maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan 
kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-
besarnya bagi kepentingan prinsip kelestarian sumber daya ikan 
dan lingkungannya. 
Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi 
akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal 
dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan 
ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung 
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jawab. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus 
mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang 
mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah Code of 
Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yaitu prinsip-prinsip tata 
laksana perikanan yang bertanggungjawab. Tata laksana ini 
menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku 
bagi praktik penangkapan yang bertanggungjawab dalam 
pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk 
menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan 
pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan 
dengan pelestarian. 
Sikap pemerintah untuk mengembankan industri perikanan 
nasional dinilai positif oleh banyak kalangan karena selama ini 
upaya mengembangkan sektor kelautan belum sebanding dengan 
potensi yang ada. Tentunya diharapkan bahwa dengan kebijakan 
tersebut, potensi kelautan yang begitu besar dan menjadi aset 
bangsa Indonesia dapat dikelola dengan professional dan 
berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka 
terciptanya pembangunan yang serasi dan seimbang, baik dibidang 
prasarana darat maupun laut, dalam hal ini berusaha menciptakan 
suasana damai dan tentram diseluruh aspek. Salah satu aspek 
pembangunan nasional adalah pembinaan sikap dan mental bagi 
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seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak 
hukum pada khususnya sebagai pengayom masyarakat. 
Tantangan dan ancaman yang timbul sudah cukup besar 
untuk mengelola sektor perikanan sebagai potensi sumber daya 
alam yang belum tergarap. Pemerintah melakukan langkah konkret 
yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang 
perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-
undangan yang baru di bidang perikanan dengan mengundangkan 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang 
mengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 
Perikanan yang lama. Selain itu pemerintah berharap bahwa 
keberadaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undnagan 
untuk dijadikan sebagai sarana untuk memberantas pencurian ikan 
di perairan Indonesia, dengan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) dalam menyelesaikan permasalahan 
perikanan di Indonesia dalam pendekatan secara komprehensif 
dan integral (H. Supriadi dan Alimuddin, 2011:17). 
Keberadaan UU No. 31 Tahun 2004 ini masa berlakunya 
termasuk pendek karena hanya berlaku kurang lebih enam tahun. 
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
melakukan revisi dengan mengeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan. Perubahan ini telah memberikan kepastian 
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hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana 
dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, 
telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di 
lingkungan peradilan umum.  
Hukum yang ada di Indonesia mempunyai semangat besar 
dalam memberantas penangkapan ikan secara illegal atau yang 
biasa dikenal dengan Illegal Fishing. Namun dalam pelaksanaanya 
Undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan 
kehendak masyarakat. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis 
di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sering terjadi 
penangkapan ikan secara illegal yang dimana biasa dilakukan oleh 
nelayan sekitar. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penangkapan Ikan secara Illegal (illegal fishing) 





B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 
di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah 
tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) di 
Kabupaten Kepulauan Selayar ? 
2. Bagaimana upaya Polair Polres Selayar dalam meminimalisir 
tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (Illegal 
Fishing) yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar ?  
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian 
ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) di 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Untuk mengetahui upaya Polair Polres Selayar dalam 
meminimalisir tindak pidana penangkapan ikan secara illegal 






D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain 
sebagai berikut : 
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi 
perkembangan ilmu hukum pada umunya dan hukum pidana 
pada khusunya pada kasus yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing). 
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada saya dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana 
bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal 
(Illegal Fishing). 
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin 
pengembangan disiplin ilmu dan untuk menjadi referensi 
sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk 
meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak 
hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik bagi 
kedepannya pada kasus tindak pidana penangkapan ikan 







1. Pengertian Kriminologi 
Disamping ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat 
dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan. Ada juga ilmu 
tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali 
obyeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau obyeknya ilmu 
hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan 
atau bertalian dengan pidana  (hukum pidana positif), tujuannya 
agar dapat dimengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta 
seadil-adilnya. Sedangkan obyek kriminologi adalah orang yang 
melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri dan tujuannya agar 
menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga berbuat jahat. 
 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 
antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni 
kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan. (A.S. Alam dan Amir Ilyas , 2010 : 1). 
Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu: 
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Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan 
demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas 
dari pengaruh dan sudut pandang.Ada yang memandang 
kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. 
Menurut Bonger (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 
10) kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan  
menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya”. 
Melalui definisi ini, Bonger (Topo santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2010 : 10) membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni 
yang mencakup: 
1) Antropologi kriminil : imu pengetahuan tentang manusia yang  
jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari 
ilmu alam. 
2) Siosiologi kriminal : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai  
suatu gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh 
pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial). 
3) Psikologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek 
kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada 
aspek kepribadiannya. 
4) Psipatologi kriminal dan neuropatologi criminal : ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit 
sarafnya atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri. 
5) Penology : ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya 
penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman. 
Disamping itu terdapat kriminolgi terapan berupa : 
a. Hygienekriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
b. Politik criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan 
dimana suatu kejahatan telah terjadi. 
c. Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang 




Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2007:10-11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 
yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (The 
body of knowledge regarding crime as a social 
phenomenon).Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelannggaran hukum. 
Kemudian Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2007:11) membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama 
yaitu: 
1) Sosiologi hukum :kejahatan dalah perbuatan yang oleh 
hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. 
2) Etiologi kejahatan :merupakan cabang dari  ilmu 
kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. 
3) Penology : ilmu tentang hukuman. 
 
Menurut J. Constant (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 2), 
kriminologi adalah : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat.  
Menurut WME. Noach  (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 1), 
kriminologi adalah : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya. 
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Berdasarkan uraian singkat di atas dapat ditarik suatu 
pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu  yang cukup 
penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat 
dipergunakan sebagai  kontrol sosial terhadap kebijakan dan 
pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga lembaga 
kriminologi dibeberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat 
memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat 
dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai Ilmu 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu 
yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, 
kriminologi  merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi 
kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, 
khsususnya hukum pidana. 
2. Fungsi Kriminologi 
Menurut Topo santoso (2013:23) mengemukakan bahwa : 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi 
sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh 
perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. 
Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian 
gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa 
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 
pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. 
Menurut Topo santoso (2013:12) bahwa objek studi 
kriminologi meliputi : 
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1) Perbuatan yang disebut kejahatan.  
2) Pelaku kejahatan. 
3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap 
perbuatan maupun terhadap pelakunya. 
 
 
Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun 
demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak 
dapat  dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat 
dibedakan kepada dua hal yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. 
Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan 
dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling 
berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. 
Bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari 
hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi 
dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu 
pembantu) dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan 
lagi., karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang 
berdiri sendiri. 
Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini 
sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai ‘dua sisi 
diantara satu mata uang’, dimana hukum pidana pada dasarnya 
menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan 
yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok 
kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin 
14 
 
yang bersifat normatif yang bersifat “abstrak”, di lain pihak 
kriminologi yang bersifat “factual”. Maka, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Vrij bahwa “Kriminologi menyandarkan hukum 
pidana kepada kenyataan”. Bahkan karena cara pandang 
kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum 
pidana dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak 
berlakunya hukum pidana.  
Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi 
dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik 
ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu : 
a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana 
b. Dalam penerapan hukum pidana 




Kriminologi sangat bermanfaat dalam penyusunan perundang-
undangan baru (proses kriminalisasi), yang menjelaskan sebab-
sebab terjadinya kejahatan (etilogi criminal) yang pada akhirnya 
menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. 
Kriminologi juga telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam 




B.  Kejahatan 
1. Definisi Kejahatan 
Menurut A. S. Alam (2010: 16-17) ada dua sudut pandang 
untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu : 
1) Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang 
perbuatan itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana 
perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
2) Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang 
ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma 
yang masih hidup di dalam masyarakat. 
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu 
definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah 
yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain 
diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima 
belas tahun.” 
 
R. Susilo (B. Bosu, 1982:19) menyatakan bahwa : 
Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis 
pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang 
bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan artinya 
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita 
juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan ketentraman dan ketertiban. 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka kejahatan 
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sosiologis. 
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Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah laku atau 
perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan aturan 
hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan 
perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan masyarakat. 
 
Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi menurut Brown 
and Brow adalah setiap pelanggaran terhadap norma-norma 
masyarakat (A.S. Alam, 1985:4). 
Menurut Kartini Kartono (Kartini Kartono, 2003:136) bahwa : 
Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan 
tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiologis-psikologis 
sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan 
menyerap keselamatan warga masyarakat (baik yang belum 
tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum 
dalam undang-undang pidana). 
 
Beberapa rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli 
hukum tersebut, jelaslah bahwa kejahatan pada dasarnya 
ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-
ketentuan umum. Dengan demikian, kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah 
dan keresahan bagi kehidupan masyarakat dan perbuatan yang 
anti sosial yang melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga oleh 






2. Unsur-unsur Pokok Kejahatan 
Menurut A. S. Alam (2010:18-19) untuk menyebut sesuatu 
perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling 
berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 
1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2) Kerugian tersebut telah diatur di dalam KUHPidana  
3) Harus ada perbuatan 
4) Harus ada maksud jahat 
5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHPidana dengan perbuatan 
7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut 
 
3. Klasifikasi Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan 
berdasarkan beberapa pertimbangan : 
Menurut Bonger (A. S. Alam, 2010:21) membagi kejahatan 
berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut : 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelundupan 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan 
zinah 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 
PKI 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeauos crime), misalnya 
penganiayaan  
 
Sedangkan menurut A. S. Alam (2010:21-23) membagi 
kejahatan berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidananya : 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku ke-II (dua) KUHPidana. Seperti pembunuhan, 
pencurian dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa 
inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini 
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kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup atau 
pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di 
dalam buku ke-III (tiga) KUHPidana, seperti saksi di depan 
persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi 
keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. 
Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut 
misdemeanor. Ancaman hukumannya biasaya hukuman 
denda saja. 
 
4. Teori Faktor Penyebab Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan 
permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang 
menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli berbagai 
disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini 
masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang 
memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku 
manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan 
pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan 
penyelidikan sebab terjadinya kejahatan karena sampai saat ini 
belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang 
lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu 
melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku 
manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan 
problem bagi manusia meski telah ditetapkan sanksi yang berat 
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bagi penjahat, namun tetap saja terjadi kejahatan. Hal ini 
merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai 
sekarang. 
Dalam perkembangannnya, terdapat bebrapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahtan. Dari pemikiran itu, 
berkembanglah aliran atau teori-teori kriminologi. Teori-teori 
tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan 
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan 
kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut terdapat 
perbedaan antara satu teori denga teori lainnya. 
Tiga perspektif Teori kejahatan (Topo Santoso dan Eva 
achjani zulfa, 2001:35), yaitu : 
1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis 
(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:37-42) 
a. Cesare Lombroso (1835-1909) 
Lambroso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari 
Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang 
hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Kriminologi beralih 
secara permanen dan filsofi abstrak tentang 
penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu 
studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab 
kejahatan. Ajaran lambroso tentang kejahatan adalah bahwa 
penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik yang 
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berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa 
para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang 
termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu 
bentuk awal dan evolusi. 
Teori Lambroso tentang Born Criminal (penjahat yang 
dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu 
bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati 
nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat 
bawaan dan watak disbanding mereka yang bukan penjahat. 
Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa 
atavistic stigmata. Ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal 
perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi 
manusia. Lambroso beralasan bahwa seringkali para 
penjahat memiliki rahang rahang yang besar dan gigi taring 
yang kuat, suatu sifat yang pada umunya dimilki makhluk 
carnivore yang merobek dan melahap daging mentah. 
Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering 
lebih besar disbanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki 
kera yang menggunakan tangan mereka untuk 
menggerakkan tubuh mereka di atas tanah. 
b. Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui 
studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik 
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(seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor 
sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel 
psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat 
dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, 
misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan 
menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya. 
c. Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan 
kepada bentuk-bentuk fisik tetapi kepada kesamaan-
kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral 
anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, 
kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di 
dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan 
pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab 
dan mengabaikannya. Kejahatan deikian, menurut Garofalo, 
mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dari 
probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan piety 
(sentimen of revulision against the voluntary infliction of 
suffering on others). 
d. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-
perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non 
penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para 
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penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring 
menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dan 
hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih 
inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik 
penjahat. 
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
psikologis (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:49) 
a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow 
Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola 
berpikir yang umunya ada pada penjahat yang mereka teliti. 
Keduanya berpendapa bahwa para penjahat adalah orang 
yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, 
menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang 
mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat 
melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap 
harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat 
sering beruoa kekerasan. 
b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 
Teori psikoanalisa, Sigmund Freud, ada tiga prinsip 
dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu : 
 Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat 




 Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah 
jalin-menjalin dan interaksi itu meski diuraikan bila kita 
ingin mengerti kejahatan  
 Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi 
dari konflik psikologis 
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
sosiologis (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:58-) 
Teori sosiologis ini berbeda dengan teori-teori perpektif 
biologis dan psikologis. Teori psikologis ini mencari lasan-alasan 
perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, 
yang lebih menekankan pada prespektifstrain dan penyimpangan 
budaya.  
a. Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama 
lain. Durkheim menyakini bahwa jika sebuah masyarakat 
sederhana berkembangan menuju satu masyarakat yang 
modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan 
dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin 
bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. 
b. Robert K. Merton 
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Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah 
dibagikan secara merata. Struktur sosial merupakan akar dari 
masalah kejahatan. Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu 
taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan 
melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah 
yang memberikan tekanan tadi. 
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukan merupakan hal yag baru, meskipun 
tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai 
sama. Semakin lama kejahatan yang terjadi akan semakin 
meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. 
Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh 
masyarakat di seluruh Negara sejak dulu dan pada hakikatnya 
merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti 
luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal 
masyarakat seperti norma-norma agama, norma moral hukum. 
Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang 
yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkan dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka wajarlah 
bila semua pihak pemerintah maupun warga masyarakat juga ikut 
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terlibat karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Dengan tingginya tingkat kejahtan yang terjadi, maka 
diperlukan upaya penanggulangan kejahatan. Berbagai kegiatan 
dan program yang telah dilakukan disertai dengan cara yang tepat 
dalam penanggulangannya. 
Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa : 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. 
Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-
upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya 
untuk perlindungan masyarakat. 
 
Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan 
hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus 
memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu berupa “social wefare” dan “social defence”. 
Menurut A.S. Alam (2010: 79-80) penanggulangan kejahatan 
emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1) Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
26 
 
pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran /kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini 
berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah kesempatan 
terjadi kesalahan. Contohnya, ditengah malam pada saat 
lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan 
berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun 
pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu 
terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney dan 
kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif 
faktor niat tidak terjadi. 
2) Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran 
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada 
orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di 
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tempat penitipan motor dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kesalahan. Jadi dalam 
upaya preventif kesempatan ditutup. 
3) Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
Menurut Tannenbaum (Romli Atmasasmita,1995:38) bahwa 
kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang 
mampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa 
untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. 
 
Sedangkan menurut Barnest dan Teeters (Romli 
atmasasmita,1995:79) ada beberapa cara untuk menanggulangi 
kejahatan, yaitu : 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan 
untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau 
tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 
memperbaharui tingkah laku seseorang ke arah perbuatan 
jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan 
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sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 
merupakan suatu kesalahan yang harmonis. 
Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut diatas 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila 
keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang 
mempengaruhi seseorang kea rah tingkah laku kriminal dapat 
dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan 
keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor 
biologis, psikologis, merupakan faktor sekunder saja.  
 
C. Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) 
1. Definisi penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa : 
“penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau 
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 
mengolah, dan/atau mengawetkannya.” 
 
Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) berarti segala 
bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-
undang Republik Indonesia. Illegal fishing dapat dikatakan juga 
kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak 
bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan 
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bertanggung jawab Illegal fishing termasuk kegiatan mall praktek 
dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan 
kegiatan pelanggaran hukum.  Pengertian Illegal Fishing merujuk 
kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of 
Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang 
diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct 
for Resposible Fisheries (CCRF). 
Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para 
pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di 
media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik 
bagi para aktivis lingkungan hidup.  Secara terminologi illegal 
fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa  
Inggris. Dalam  The Contemporary English Indonesia Dictionary 
(Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa “illegal” artinya 
tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya 
ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan 
sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. 
Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan 
bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau 
kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. 
Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan Pasal 8 yang dimana berguna untuk menjaga keutuhan 
30 
 
dan kelestarian lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan illegal 
fishing terdapat beberapa ayat, antara lain : 
1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan 
ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan 
dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan dan/atau membahayakan kelestaraian sumber daya 
ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia. 
3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, 
penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator 
kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan 
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.  
4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik 
perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab 
perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha 
pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, 
bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indanesia. 
5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian. 
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, 
bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 45 
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Tahun 2009 Tentang Perikanan. Substansi yang didalamnya telah 
mengatur semua hal yang berkaitan dengan perikanan. 
 
2. Jenis-jenis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal 
Fishing) 
Jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan secara illegal yaitu  
 penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 
dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal 
Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan 
sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, 
pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), 
pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, 
dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan 
transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang 
transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive 
fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang 
membahayakan melestarikan sumberdaya ikan. 
(http://firarosalina.blogspot.com/2012/10/illegal-fishing.html) 
Namun ada pula jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan illegal 
(illegal fishing) yang lebih jelas, yaitu : 
1) Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin 
Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur 
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berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 
tentang Perikanan. Namun berdasarkan  Undang-Undang  
Republik Indonesia  Nomor 45 Tahun 2009 tentang  Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
ketentuan mengenai tata cara dan syarat syarat pemberian 
SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. (SIUP, 
SIPI, dan SIKPI). 
Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut 
sebagai berikut : 
a. Surat Izin  Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP 
sesuai dengan yang tertuang dalam UU No.  45  Tahun 2009 
tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: 
“Surat izin  usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki  perusahaan perikanan 
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan 
sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”. 
 
b. Surat Izin  Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam 
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1  angka 
17 yang berbunyi : 
‘’Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan 
untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian 




c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat 
SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, 
Pasal 1 angka 18 yang berbunyi : 
“Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut 
SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 
perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.” 
 
Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, dan pengelolahan ikan yang meliputi 
praproduksi, produksi, pengelolahan, dan pemasaran 
berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan yang berbunyi:  
“usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan 
yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolahan, dan 
pemasaran”. 
 
Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin 
tersebut maka dianggap telah melakukan  illegal fishing karena 
telah melanggar hukum. Namun hingga saat ini kapal-kapal 
yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak 
memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan 
ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat 
beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran 
lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat 
melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan 
surat izin palsu. 
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Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal 
perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan yang berbunyi:  
“setiap orang dilarang:  
a) Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau 
b) Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. 
 
2) Menggunakan bahan peledak/bom ikan  
Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih 
menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh 
sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan 
perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat 
kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan 
peralatan perahu,  compressor, alat selam, serta bahan-bahan 
untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, 
sumbu api). 
3) Menggunakan zat kimia atau bius ikan 
Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang 
dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan 
penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan 
secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh 
“punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan 
kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut. 
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Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam 
laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 
meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia  
potassium/calium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang 
karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa 
plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar 
oleh cairan  kalium cyanide tersebut, akan pingsan dan dengan 
mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian 
dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak 
mengandung  kalium cyanide, sehingga dapat segar dan hidup 
kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam 
keadaan hidup. 
4) Penangkapan ikan dengan melanggar daerah penangkapan 
(fishing ground) 
Wilayah  perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona 
perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, 
berdasarkan Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Republik Indonesia, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan 
untuk penangkapan ikan meliputi Perairan  Pedalaman,  
Perairan  Kepulauan,  Zona  Teritorial,  Zona Tambahan, dan 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
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Dengan adanya wilayah-willayah tersebut maka para 
penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah 
tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah 
penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan 
maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para 
pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi 
wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal 
penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau fishing 
ground. 
Biasanya  fishing ground yang terdapat di Indonesia  memiliki 
jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat 
tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya 
melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan 
yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran 
kecil sampai ukuran besar mereka tangkap,sehingga akibatnya 
wilayah tersebut Kesalahan  fishing ground inilah yang banyak 
terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka 
pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti 
melakukan pelanggaran  fishing ground karena bila tidak maka 
hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati 
oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. 
Berdasarkan judul “Tinjauan Kriminologis  terhadap penangkapan 
ikan secara illegal (Illegal Fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar 
(Studi Kasus Tahun 2011-2014)”, maka penulis menetapkan lokasi 
penelitian di  Kepulauan Selayar, tepatnya di Polair Polres Selayar  
sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan 
masalah yang diteliti oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain berupa: 
1. Data primer, yakni  data kasus yang diperoleh langsung oleh 
Peneliti di Polair Polres Selayar 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang 
ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data 
ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-
makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka yaitu: Pengumpulan data dengan cara 
mempelajari berbagai literatur, baik buku artikel,laporan 
penelitian maupun materi kuliah yang diperoleh serta 
sumber bacaan lain yang relevan dengan masalah illegal 
fishing. 
2. Interview (wawancara) yaitu : Teknik pengumpulan data 
dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta 
data-data kepada pihak yang terkait dengan penulisan  ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data 
tersebut diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dijelaskan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penangkapan Ikan 
Secara Ilegal (Illegal fishing) di Kabupaten Kepulauan 
Selayar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khusunya di 
Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar 
senantiasa mewujudkan apa yang telah menjadi visinya yaitu 
mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom dan 
pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif 
dan persuasive sedangkan represif adalah langkah terakhir yang 
akan diambil. Misi yang berusaha dijalankan oleh Polri yaitu 
memberikan perlindungan pengayoman, pelayanan kepada 
masyarakat, penegakan hukum secara professional dengan tetap 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Sat Polair Kabupaten Kepulauan selayar dipimpin oleh Kasat 
Polair yang bertanggungjawabab kepada Kapolres dan dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sat 
Polair bertugas melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan yang 
meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan 
masyarakat pantai dan perairan serta SAR. 
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Fakta yang telah ada menunjukkan bahwa kejahatan 
penangkapan ikan secara illegal atau yang biasa disebut illegal 
fishing telah menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, 
karena telah memberikann dampak negative yang banyak 
merugikan masyarakat. Hal ini menjadi ancaman bagi 
keberlangsungan hidup masyarakat dan Negara karena dapat 
merusak ekosistem laut dan biota laut. 
Penulis akan memaparkan hasil penelitian jumlah kejahatan 
penangkapan ikan secara illegal (iilegal fishing) yang terjadi di 
Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2011-2014 
melalui table berikut : 
Tabel 1 
Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 































Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
 
- 3 (tiga) buah 
detonator 
- 5 (lima) ekor ikan 
jenis sinrili 
- 5 (lima) ekor ikan 
jenis katamba 
 
1. Jumri, 20 tahun 
2. Masdi, 17 tahun 
3. Muhammad Bin 























Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
- 1 (satu) unit jolor 
- 1 (satu) buah 
compressor 
- 1 (satu) buah mesin 
- 5 (lima) buah 
detonator  
- 8 (delapan) buah 
sumbu detenator 
1. Rustam,27 tahun 

























Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
- 2 (dua) pasang 
sepatu bebek 
- 2 (dua) buah senter 
air 
- 2 (dua) buah 
kacamata selam 
- 1 (satu) rol selang 
1. Andi Umar, 24 
tahun 
2. Basdiamari, 35 
tahun 







- 2 (dua) buah regulator 
- 2 (dua) buah senjata 
panah ikan 






















Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
 
- 2 (dua) pasang 
sepatu bebek  
- 1 (satu) ikat timah  
- 2 (dua) buah 
kacamata selam  
- 1 (satu) rol selang 
- 2 (dua) buah regulator 
- 2 (dua) buah senjata 
panah ikan 
- 1 (satu) buah mesin 
- I (satu) buah sampan 
- 2 (dua) buah bungre 
- I (satu) unit 
kompresor 
- 10 (sepuluh) biji lola 
merah 
1. Daeng Masinna, 
43 tahun 




























Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
 
- 2 (dua) pasang 
sepatu bebek 
- 1 (satu) ikat timah 
- 2 ( dua) buah 
kacamat selam 
- 1 (satu) tabung 
kompressor 
- 1 (satu) pengisi 
tabung kompressor 
- 1 (satu) ikat besi 
pemberat  
- 1 (satu) buah dakor 
- 2 (dua) kacamata 
selam 
- 2 (dua) buah bungre 
- 3 (tiga) rol selang    
 
1. Jamil, 25 tahun 
2. Hasbi, 19 tahun 
3. Nodin, 25 tahun 
4. Umar, 28 tahun 
5. Muh. Esi, 18 
tahun 





Sumber data : Sat Reskrim Polres Kepulauan Selayar 
 
Tabel 2 
Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 































Pasal 85 UU RI No. 45 
Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
 
- 1 (satu) unit sampan 
motor 
- 10 ekor campuran 
- 1 (satu) botol bahan 
peledak 
- 2 (dua) kacamata 
renang 
 
1. Daeng Siroto, 40 
tahun 














Pasal 85 UU RI No. 45 
 
- 27 botol bir berisi 
 






























Tahun 2009 tentang 
Perikanan dan pasal 
55 ayat (1) 
KUHPidana 
pupuk 
- 25 batang sumbu api 
- 8 detonator 
- 3 (tiga) botol berisi 
bubuk pengantar api 
- 4 (empat) kaleng 
sprite kosong 
- 1 (satu) batang 
selang 
- 1 (gunting) pemberat 
- 2 (dua) buah dakor 
- 2 (dua) kacamata 
selam 
- 2 (dua) buah sandal 
- 1 (satu) bungkus obat 
nyamuk 
tahun 
2. Kristo forus, 40 
tahun 
3. Gara, 26 tahun 
4. Rudi Hartanto, 27 
tahun 






Sumber data : Sat Reskrim Polres Kepulauan Selayar 
 
Tabel 3 
Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 






































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 
Lel. Rumalla Als 

































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 



































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 





































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 
Basoke Dg. Tika 


































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 

































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 





































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 
Taloang Dg. Jiwa 
































Melanggar pasal 98 jo 
42 ayat 3 UU RI No 45 
Tahun 2009  tentang 
perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan   
-  
 




































Pasal 92 jo pasal 26 
ayat 1 UU No. $5 
tahun 2009 tentang 
perubahan atas UU 











































Pasal 92 jo pasal 26 
ayat 1 UU No. $5 
tahun 2009 tentang 
perubahan atas UU 










































Pasal 92 jo pasal 26 
ayat 1 UU No. $5 
tahun 2009 tentang 
perubahan atas UU 
































Pasal 85 jo pasal 9 
UU No. 45 Tahun 
2009 tentang 
perubahan atas UU 




1. Syarifuddin Bin 
Bibu 
2. Ikbal Bin Husen 
3. Muh. Arif Bin 
Gale 
4. Salamuddin Bin 
Alimuddin 
5. Andi nurhamsyah 
Bin Nurdin 






































Pasal 85 jo pasal 9 
UU No. 45 Tahun 
2009 tentang 
perubahan atas UU 
































Pasal 85 jo pasal 9 
UU No. 45 Tahun 
2009 tentang 
perubahan atas UU 







































 -  
 
1. H. syamsuddin 
bin badaruddin 
2. Abd. Sukur bin H. 
hayye 
3. Muh. Kasim bin 
Dg. Mangale 
4. Kamaluddin Bin 
Abd. Wahid  
5. Halis bin Idris 
6. Husain bin Laisa 
7. Maskur bin 
Makaruddin 


























Pasal 84 jo pasal 8 
-  
 























ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 
Tahun 2004 Tentang 
perikanan 
Ampalu 
2. Ludi bin Olo 
3. Ingu bin Surama 































Pasal 84 jo pasal 8 
ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 




1. Anwar hamsah 
bin Hammado 
2. Hasbullah bin 
Laja 
3. Sukarmanbin Dg. 
Jakri 
4. Ahmad bin Bahar 
5. Asdar Suardi 
6. Sampara Bin 
Hammado 
7. Jakri bin Rola 
8. Hamsah bin Abd. 
Hamid 














































Pasal 84 jo pasal 8 
ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 


































Pasal 84 jo pasal 8 
ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 





































Pasal 84 jo pasal 8 
ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 




































Pasal 84 jo pasal 8 
ayat 1 UU RI No 45 
Tahun 2009 tentang 
perubahan UU No 31 




1. Sudarmin Bin 
Usman als La 
Da’a 
2. Ince Tahir Bin 
Ince Rahim als La 
iji 
3. Jamaluddin Bin 

















Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 
























 - 18 zak karung pupuk 
 
H. Nurdin, 54 

















- 5 (lima) zak pupuk 
- 1 (satu) buah HP 
 
1. H. ilyas, 48 tahun, 
nelayan 
2. Juddin, 50 tahun, 
nahkoda kapal 





















- 1 (satu) untit kapal 
- Dokumen kapal 
 
H. maskur Bin H. 




















- 1 (satu)  unit kapal 
- Dokumen kapal 
 
Pagatang bin 
Baco Dg. Nappa, 

























Sumber data : Sat Reskrim Polres Kepulauan Selayar 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dirincikan jumlah kasus 










Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal 
fishing) di Kepulauan Selayar Tahun 2011-2014  
No Jenis illegal fishing 
Jumlah Kasus per Tahun 
2011 2012 2013 2014 
1 Menggunakan bahan 
peledak / bom ikan 
5 2 9 2 
2 Menggunakan zat kimia / 
bius ikan 
_ _ 1 1 
3 Penangkapan ikan 
dengan melanggar fishing 
ground 
_ _ _ _ 
4 Penangkapan ikan tanpa 
memiliki atau memalsukan 
surat izin (SIUP, SIPI, dan 
SIKPI) 
_ _ 3 2 
5 Melakukan pelayaran 
tanpa dilengkapi dengan 
surat persetujuan berlayar 
_ _ 8 _ 
 
Berdasarkan tabel di atas, temuan kasus mengenai 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) dalam kurun waktu 
2011-2014 yaitu terdapat 32 kasus. Pada tahun 2011 terdapat 5 
kasus penangkapan ikan secra illegal (illegal fishing) yang dimana 
kelimanya merupakan kasus penggunaan bahan peledak/bom 
dalam hal ini menggunakan compressor, dan tidak terdapat kasus 
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lainnya di tahun 2011. Tahun 2012 terdapat 2 kasus yang sama 
dengan tahun 2011 namun terjadi penurunan kasus. Dan pada 
tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah kasus menjadi 21 kasus, 
diantaranya 9 kasus merupakan penggunaan bahan peledak/bom 
ikan, 1 kasus penggunaan zat kimia/bius ikan, 3 kasus 
penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin 
(SIUP, SIPI dan SIKPI), 8 kasus merupakan pelayaran tanpa 
dilengkapi dengan siurat izin berlayar. Selanjutnya pada tahun 2014 
terdapat 5, 2 kasus merupakan penggunaan bahn peledak/bom 
ikan, 1 kasus penggunaan zat kimia/bius ikan, 2 kasus 
penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat izin (SIUP,SIPI, SIKPU). 
Dapat disimpulkan bahwa terdapat 18 kasus penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak/bom ikan, 2 kasus yang berkaitan 
dengan penangkapan ikan menggunakan zat kimia/bius ikan, 5 
kasus penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat izin (SIUP, SIPI, 
SIKPI), dan 8 kasus lainnya terkait pelayaran tanpa menggunakan 
surat izin berlayar. 
Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan 
terhadap beberapa pelaku yang pernah melakukan tindak pidana 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing), ada beberapa 
faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana 
tersebut, yaitu sebagai berikut : 
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1. Daeng Masinna. Pekerjaan nelayan, Jenis tindak pidana 
illegal fishing yaitu melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan compressor. 
Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan 
ikan secara illegal (illegal fishing) didasarkan oleh faktor 
ekonomi. Pelaku tidak memiliki mata pencarian lain di 
wilyahnya selain menjadi nelayan. Sehingga untuk 
mendapatkan hasil tangkapan yang cepat pelaku 
menggunakan kompressor.  
2. Basring. Pekerjaan nelayan, jenis tindak pidana yang 
pernah dilakukan yaitu pelanggaran izin berlayar. 
Fakor yang mendorong pelaku melakukan penangkapn 
ikan secara illegal (Illegal fishing) karena pelaku merasa 
kesulitan untuk mengurus surat izin berlayar sedangkan 
pelaku harus memenuhi keutuhan hidupnya. 
3. Tandir. Pekerjaan nelayan, jenis tindak pidana yang 
pernah dilakukan yaitu penemuan berupa barang 
Potasium. 
Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan illegal fishing 
karena pelaku tidak mengetahui jika penggunaan 
potassium dalam melakukan penangkapan ikan 
merupakan hal yang dilarang. Pelaku juga mengatakan 
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tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dengan 
penggunaan potassium. 
Dapat disumpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku 
melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal 
fishing) di Kabuepaten Kepulauan Selayar sebagai berikut : 
1. Faktor Ekonomi 
Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan atau 
pemberontakan, sebagaimana yang telah dikemukakan 
oleh Aristoteles. Alasan pokok yang dikemukakan oleh 
pelaku dalam melakukan kejahatan yaitu karena faktor 
ekonomi. Demikian pula dengan illegal fishing, pelaku 
mengaku melakukan illegal fishing  karena tidak memiliki 
pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada 
hasil penangkapan ikan mereka. Oleh karena itu illegal 
fishing menjadi alternatif untuk kelangsungan hidup 
keluarga mereka. 
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kanit Gakkum 
Satuan Kepolisian Polres Kepulauan Selayar, Agustinus 
Pati (wawancara tanggal 22 Desember 2014) bahwa 
adanya kasus illegal fishing di perairan Kabupaten 
Kepulauan Selayar karena tingkat kesejahteraan nelayan 
yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran akan 
cepat mendapatkan hasil sehingga penghasilan yang 
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didapatkan akan bertambah yaitu dengan cara 
penangkapan ikan dengan cara illegal (illegal fishing).  
2. Faktor Pengetahuan (Ketidaktahuan Pelaku) 
Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan 
nelayan juga mendorong nelayan melakukan penangkapan 
ikan secara illegal (illegal fishing). Nelayan cenderung tidak 
mengetahui larangan illegal fishing terutama dalam 
penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan 
bagi kehidupan biota laut selanjutnya. 
Berdasarkan wawancara dengan Kanit Gakkum, 
Agustinus Pati (wawancara tanggal 22 Desember 2014) 
bahwa salah satu faktor nelayan melakukan illegal fishing 
karena kurangnya pengetahuan nelayan tentang larangan 
penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan 
dari pengguanaan bahan peledak terhadap lingkungan laut 
dan kelangsungan hidup biota laut. 
3. Faktor Pengawasan 
Faktor lainnya yaitu mengenai kurangnya pengawasan 
aparat kepolisian dalam mengawasi kejahatan 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing).  
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan 
Kanit Gakkum, Agustinus Pati (wawancara tanggal 22 
Desember 2014) bahwa luasnya wilayah laut di Kabupaten 
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Kepulauan Selayar menyulitkan para petugas dalam 
melakukan pengawasan karena tidak dapat menjangkau 
semua pulau-pulau yang ada sehingga para nelayan 
dengan leluasa dapat melakukan penangkapan ikan 
secara illegal (illegal fishing). 
 
B. Upaya Penanggulangan  Polair Polres Selayar Dalam 
Meminimalisir Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara 
Ilegal (Illegal Fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Masalah tindak pidana penangkapan ikan secra illegal (illegak 
fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2011-
2014 jika dilihat dari jumlahnya dapat dikatakan banyak. Sangatlah 
diperlukan penyelesaian yang sesuai terhadap permasalahan ini. 
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian 
dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) di wilayah 
Kabupaten Kepulauan Selayar seperti yang dikemukakan oleh 
Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Kepulaun Selayar, 
Agustinus Pati yaitu sebagai berikut : 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan 
tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal 
fishing) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tindakan 
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preventif merupakan upaya yang dilakukan secara 
sistematis dan terencana, terpadu dan terarah yang 
bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing 
yang terjadi  di Kepulauan Selayar dapat 
diminimalisir.upaya preventif yang dilakukan upaya 
preventif yang dilakukan antara lain : 
a. Melakukan patroli, secara rutin dan membentuk sistem 
keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah 
koordinasi kepolisian. Dalam hal ini Kesatuan 
Kepolisian Perairan Polres Selayar melakukan patroli 
seminggu sekali ditempat-tempat yang berbeda di 
wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. 
b. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait yaitu 
Kesatuan Kepolisian Perairan Polres Selayar 
bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Dinas 
Kehutanan, dalam hal ini khususnya Balai Taman 
Wisata Takabonerate. 
c. Melakukan penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan 
dengan berbagai cara dan bentuk misalnya 
mengadakan seminar ataupun hanya sekedar 
pertemuan biasa dengan masyarakat untuk 
membicarakan hukum yang berlaku sehingga 
masyarakat tahu tentang hukum dan diharapkan 
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masyarakat akan patuh dan melaksanakan hukum, 
serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut 
dan ekosistem yang ada di dalamnya. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum setelah terjadinya kejahatan yang meliputi 
tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk 
mengetahui sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku 
sehingga dapat memberikan efek jera hingga proses 
penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing). 
Dalam penanganan kasus tindak pidana penangkapan 
ikan secara illegal (illegal fishing) diperlukan peraturan 
perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalm 
menindak para pelaku. Bangsa Indonesia baru memilik 
peraturan perikan nasional setelah Negaranya merdeka 40 
tahun, peraturan itu dibentuk dengan UU No. 9 Tahun 
1985 kemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun diganti menjadi UU No. 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan 
dan mengatasi masalah penangkapan ikan secara illegal 
(illegal fishing). Dalam pelaksanaan penegakan hukum di 
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laut, undang-undang ini sangat penting karena 
menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. 
Menurut Kanit Gakkum Satuan Kepolisian Perairan Polres 
Selayar, Agustinus Pati (wawancara tanggal 22 Desember 
2014) bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh 
kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, 
yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan 
dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang 
perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai 
pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan 
peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang 
sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera 
serta dapat mengurangi terjadinya kejahatan penangkapan 
ikan secara illegal (illegal fishing) di wilayah perairan 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidan 
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) di 
Kebupaten Kepulauan Selayar adalah faktor ekonomi 
nelayan yang rendah, faktor pengetahuan nelayan yang 
minim akan dampak yang ditimbulkan dari illegal fishing  
terhadap lingkungan laut serta faktor pengawasan 
kepolisian yang terhambat dikarenakan luas wilayah 
perairan yang tidak bisa dijangkau. 
2. Upaya penanggulangan  polair polres selayar dalam 
meminimalisir tindak pidana penangkapan ikan secara 
ilegal (illegal fishing) di kabupaten kepulauan selayar 
meliputi : 
a. Upaya preventif 
i) Mengadakan patroli secara rutin 
ii) Bekerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas 
Perikanan dan Dinas Kehutanan  
iii) Mengadakan penyuluhan hukum  
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b. Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan 
pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas 
dalam penerapan sanksi terhadap pelaku illegal fishing 
sehingga dapat memberikan efek jera. 
 
B. Saran  
1. Disarankan agar kiranya aparat penegak hukum untuk lebih 
aktif dalam melakukan patroli serta sosialisasi mengenai 
dampak yang ditimbulkan dari illegal fishing 
2. Disarankan dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan 
upaya-upaya yaitu peningkatan sarana dan prasarana 
penunjang operasional serta pelaksaan operasi 
pengamanan secara rutin. 
3. disarankan agar kiranya penjatahun sanksi terhadap pelaku 
illegal fishing dapat memberika efek jera sehingga tindak 
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